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<b>ABSTRAK</b><br>

Tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 adalah

tindak pidana yang mempunyai karakteristik sebagai tindak pidana yang white collar crime hal ini

berhubungan dengan pelaku yang mempunyai kekuatan ekonomi ataupun kekuatan politik , subyek atau

pelaku tindak pidana individu sebagai manusia dan juga dapat sebuah korporasi, berbentuk organitation

crimes berkaitan dengan lintas batas wilayah negara atau transnational. Dalam melakukan penyidikan tindak

pidana pencucian uang diatur dalam KUHAP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Republik Indonesia dan surat-surat Keputusan Kapolri yang merupakan petunjuk lapangan dan petunjuk

teknis, serta Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Selanjut memberikan aturan melakukan tindakan lain

sesuai dengan penilaian kualitas individu dan untuk kepentingan umum yang diatur dalam pasal 7 ayat (1)

huruf j KUHAP dengan dibatasi persyaratan a).tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b).selaras

dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; c). tindakan itu harus patut

dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d). atas pertimbangan yang layak berdasarkan

keadaan memaksa; e).menghormati hak asasi manusia. Selanjutnya dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang

No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, mengatur juga kewenangan diskresi. Makna dikresi dikaitkan

dengan penyidikan adalah kewenangan yang diberikan .berdasarkan asas kewajiban {plichmatigheids

beginsel) sebagai tindakan individu dari penyidik dengan dibatasi dengan norma-norma professional, norma

hukum, norma moral dan kemasyarakatan, karena tidak adanya perundang-undangan yang sedemikian

lengkapnya sehingga dapat mengatur semua prilaku manusia, adanya keterlambatan-keterlambatan untuk

menyesuaikan perundang undangan dengan perkembangan- perkembangan dalam masyarakat yang dapat

menimbulkan ketidakpastian, kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang

dikehendaki oleh pembentuk undangundang, adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan

secara khusus, atau memperluas atau mengisi kekosongan hukum, sehingga penerapan diskresi oleh

penyidik akan lebih baik untuk mengurangi kekurangan dari peraturan-peraturan yang tertulis dalam

pelaksanaan di masyarakat. Penerapan diskresi yang menyimpang dalam penyidikan tindak pidana pada

umumnya dan khusus untuk tindak pidana pencucian uang di Bareskrim Mabes Polri dikaitkan dengan

pelanggaran Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Kepala Polisi RI No. 7 Tahun 2006 tentang

Kode Etik Profesi Kepolisian RI (yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Kapolri No. Pol.:

Kep/32/VII/2003) dan dibentuk Komisi Rode Etik Kepolisian RI berdasarkan Peraturan Kepolisian RI No.

Pol. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Rode Etik Kepolisian RI (yang sebelumnya

diatur dalam Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/321VII/2003),dengan "peraturan kepolisian" yang dapat juga

merupakan kontrol dari masyarakatlmedia massa atau tidak mempengaruhi dalam hal-hal yang melanggar
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Mode Etik Profesi Kepolisian RI, sehingga penerapan diskresi dalam penyidikan tindak pidana terutama

tindak pidana pencucian uang dapat dikontrol dan'pengawasan baik dari luar maupun dari dalam, misalnya

kasus Brigjen Pol. Drs. Samuel Ismoko, yang telah melakukan penyimpangan penerapan diskresi dianggap

melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian RI melalui proses Sidang Komisi, Komisi Kode Etik Kepolisian

RI, dengan dinyatakan tidak layak menjalankan Profesi Kepolisian sebagai penyidik pada fungsi Reserse

seiama 1 Tahun, selanjutnya terdapat dorongan dari masyarakat (melalui media massa) karena adanya tindak

pidana maka diproses secara hukum pidana.

<hr><i><b>ABSTRAK</b><br>

Criminal act of money laundering as had been provided with Laws No. 15 year 2002 on Criminal Act of

Money Laundering as had been revised by Laws No. 25 year 2003 is that of having characteristics as white

collar crimes, it is pertained to such criminal actor who has economic or political power, subject or

individual actor as human or even corporation as national or international organized crimes. In doing

investigation for criminal act of Money Laundering as had been provided with Criminal Code, Laws No.2

year 2002 on Police Republic Indonesia and which of decrees of Head of Police Department of Republic of

Indonesia as instructional and technical guidance and Laws No. 15 year 2002 on Criminal Act of Money

Laundering as had been revised by Laws No. 25 year 2003. Thereafter, it had set out other commitment in

accordance with individual quality evaluation and for public interests had been regulated in Article 7

paragraph (1), letter j Criminal Code by limited requirements, i.e.,: a). it had not contradicted with

legislation; b). in line with legal obligation which requires occupational acts; c). such acts should be proper

and reasonable and included in occupational area; d). and by proper consideration based on forcing

condition; e). respect to human rights. Subsequently, in article 18 paragraph (1) Laws No. 2 year 2002

regarding Police of Republic of Indonesia, also it set out discretional authority. The meaning of discretion

being correlated with investigation is authority based on - obligation principles (plichmatigeheids beginsei)

as individual act of investigator limited by professional, legal, moral and society norms, as result of no

legislation being complete to regulate all human behavior, the delays to adjust legislation. with society

changes that may result in uncertainty, lack of budget for applying -law wished by legislator (s),

individual</i>


